
  
  

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN  BUPATI  SIDOARJO 

NOMOR  3  TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,  

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES,  

SERTA DANA OPERASIONAL  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SIDOARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 

bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

serta Dana  Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan                  

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62                    

Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional, dan Pasal 11 ayat (2) serta Pasal 37 ayat (5) 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah, 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, serta 

Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan 

Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, 

serta Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo; 



 3 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);  
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan      :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 
TUNJANGAN RESES, SERTA DANA OPERASIONAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.                   

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah pejabat 
daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-

undangan. 
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah pejabat daerah 
yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu 
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula 

sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi 
intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 

DPRD. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang 

diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap 

melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota 
DPRD. 

10. Dana Operasional yang selanjutnya disebut DO adalah 

dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD 
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 

dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DPRD sehari-hari. 
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BAB II 

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, dihitung 

berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi 

dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.  

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, 

dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 

pegawai Aparatur Sipil Negara.  

 

Pasal 3 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan 

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, merupakan data realisasi APBD selama                      

2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan.  

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah pada saat pembahasan APBD bersama 

DPRD.  

(3) Hasil penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati setiap akhir tahun anggaran.  

(4) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai 

berikut:  

a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh 

milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan 

Daerah tinggi;  

b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai 

dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh 

milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan 

Daerah sedang; dan  

c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah 

rendah. 

 

BAB III 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

 

Pasal 4 

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD adalah sebagai berikut : 

a. untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, sebesar 

Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu 

rupiah); 

b. untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 

Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); 

c. untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah, sebesar 

Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). 

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 

bulan mulai bulan Januari, dibebankan pada APBD. 
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BAB IV  

TUNJANGAN RESES 

 

Pasal 5 

(1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagai berikut : 

a. untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, sebesar 

Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu 

rupiah); 

b. untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 

Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); 

c. untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah, sebesar 

Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). 

(2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada                  

ayat (1) diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses yang 

dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan 

dibebankan pada APBD. 

 

BAB V  

DANA OPERASIONAL 

 

Pasal 6 

Besaran DO bagi Pimpinan DPRD diberikan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD, diberikan  sebagai berikut : 

1. untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, sebesar 

Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); 

2. untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 

Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); 

3. untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah, sebesar 

Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); 

b. Wakil  Ketua DPRD,  masing-masing diberikan  sebagai 

berikut: 

1. untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, sebesar                      

Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh  ribu  

rupiah); 

2. untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 

Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); 

3. untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah, sebesar 

Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu 

rupiah). 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban DO, dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional. 

 

Pasal 8 

DO dibayarkan setiap bulan mulai bulan Januari dan dibebankan 

pada APBD. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 9 
(1) Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar penghitungan 

Tunjangan Komunikasi Intensif  dan Tunjangan Reses               
serta DO Tahun Anggaran 2019, yang dihitung berdasarkan 
data realisasi APBD Tahun 2017, adalah sebesar 
Rp.1.912.744.524.261,82 (satu triliun sembilan ratus dua 
belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus 
dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu koma 
delapan puluh dua rupiah). 

(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan 
Daerah Tinggi. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Dana Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 64), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo.  

 
      Ditetapkan di Sidoarjo 
      pada tanggal  24 Januari 2019 

 
               BUPATI SIDOARJO, 

 
          ttd 

 
              SAIFUL ILAH 

 
Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal  24 Januari 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO 
 
 
ttd 
 
ACHMAD ZAINI 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 3 
 
 
 
 
NOREG. PERBUP : 3 TAHUN 2019 


